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KRITERIA TINGKAT KEPATUHAN PADA UNDANG-UNDANG KEINSINYURAN REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2014 

TERKAIT PROFESI INSINYUR PASAL 7,8, 9; REGISTRASI INSINYUR PASAL 10 S/D 17

Tingkat Kriteria

1
Pemula

Tenaga Ahli Teknik yang dugunakan adalah lulusan sarjana bidang teknik atau 
sarjana terapan bidang teknik, atau sarjana pendidikan bidang teknik atau 
sarjana bidang sains yang disetarakan.

2
Pendidikan Profesi

Tenaga Ahli Teknik yang dugunakan sedang mengikuti pendidikan Program Studi 
Program Profesi Insinyur (PSPPI).

3 Profesi Tenaga Ahli Teknik yang digunakan sudah memperoleh gelar Insinyur (Ir.).

4
Proses Profesional

Tenaga Ahli Teknik yang digunakan sedang dalam proses uji kompetensi Formulir 
Aplikasi Insinyur Profesional (FAIP).

5
Terdaftar (Optimal)

Tenaga Ahli Teknik yang digunakan sudah memiliki Sertifikat Kompetensi 
Insinyur Profesional (SKIP) dan  Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI).



Rumus Perhitungan Indeks Keinsinyuran PII

Data Indeks Keinsinyuran
PERHITUNGAN ANGKA INDEKS KEINSINYURAN PER PARAMETER

Jumlah Tenaga Ahli ASN di OPD: JTA Indeks Keinsinyuran per Parameter (IKP) = 
(BOPD/100) x (JTAT/JTA) x (BP/100) x (0+T1/JTAT) + 
(1+T2/JTAT) + (2+T3/JTAT) + (3+T4/JTAT) + (4+T5/JTAT))/Ti

Jumlah Tenaga Ahli Teknik  ASN di OPD: JTAT

Jumlah Tenaga Ahli Teknik ASN Tingkat Pemula: T1

Jumlah Tenaga Ahli Teknik ASN Tingkat Pendidikan Profesi: T2
Dimana:
Ti: adalah jumlah macam Tingkat sesuai dengan Kriteria.

Jumlah Tenaga Ahli Teknik ASN Tingkat Profesi: T3 CONTOH PERHITUNGAN ANGKA INDEKS KEINSINYURAN 

Jumlah Tenaga Ahli Teknik ASN Tingkat Profesional: T4 Indeks Keinsinyuran Provinsi (IKPro) = Total IKP/144.

Jumlah Tenaga Ahli Teknik ASN Tingkat Terdaftar (Optimal): T5

Indeks Keinsinyuran Kabupaten/Kota (IKKab/IKKot) =
Total IKP/135.

Dimana:

Angka Bobot Parameter (BP): Lihat di Lampiran I atau Lampiran 
II

144 adalah perkalian antara jumlah OPD untuk provinsi
sebanyak 16 dengan 9 parameter per OPD.

Angka Bobot OPD (BOPD): Lihat di Lampiran I atau Lampiran II

135 adalah perkalian antara jumlah OPD untuk
provinsi sebanyak 15 dengan 9 parameter per OPD.



https://pindai.pii.or.id/#komponen

7 Komponen penilaian

https://pindai.pii.or.id/#komponen




USER DAN PASSWORD
AKAN DI BUATKAN DARI PII PUSAT (TIM PENYELENGGARA)



Data hanya boleh
untuk digunakan

dalam pengukuran
indeks keinsinyuran



Lengkapi Data 1 orang 
PIC per Provinsi / Kabupaten / Kota

Dan Ubah Password



PENGIAN DATA KE PinDaI
Oleh PIC Pemda





Daftar Dinas / Badan 
yang sudah mengisi
data pengukuran
indeks keinsinyuran



Jika belum sesuai ubah di 
Menu profile



Variasi nama dinas di 
setiap daerah isikan di 
kolom : Nama Dinas 

Setempat / Nama 
Lokal 



Dinas Cipta Karya
Dinas Sumber Daya Air
Dinas Permukiman
Dinas Bina Marga
Dinas Tata Ruang

Dinas Pertanian, Pangan, 
Kelautan dan Perikanan
Dinas Pangan dan Horti, 
Ketahananan Pangan, 
Perkebunan, Perikanan
dan Kehutanan

Dinas Hayati



Isi data ASN sesuai
dokumen lampiran



Isi data 
Sesuai dokumen lampiran



Cek ulang isian data 
dan lempira sebelum
Klik tombol SIMPAN



VERVAL dan Penilaian
DATA Keinsinyuran di PinDaI

Oleh ASESOR



HALAMAN ISIAN DATA 
PENGUKURAN TIAP 
DINAS / BADAN

Merah / Belum berarti
belum di nilai oleh 
Asesor atau belum
dikunci



DATA YANG SUDAH 
TERKUNCI TIDAK BISA 
DIUBAH ASESOR



CEK KETEPATAN 
LAMPIRAN DAN 
KEBENARAN ISIAN  
DATA



ISI PENILAIAN
Klik Centrang (Jika sudah
final) 
dan
SIMPAN



HALAMAN DASHBOARD PENILAIAN
Oleh ASESOR



Dashboard dari Data Survey / Simulasi











RUMUS DAN KOMPONEN PENILAIAN



OPD Provinsi OPD Kabupaten / Kota
1. Sekretariat Daerah 1. Sekretariat Daerah
2. Inspektorat Daerah 2. Inspektorat Daerah

3. Dinas Pendidikan 3. Dinas Pendidikan

4. Dinas Kesehatan 4. Dinas Kesehatan

5. Dinas Pekerjaan Umum (*) 5. Dinas Pekerjaan Umum (*)

6. Dinas Tenaga Kerja 6. Dinas Tenaga Kerja

7. Dinas Hayati (*) 7. Dinas Hayati (*)

8. Dinas Lingkungan Hidup 8. Dinas Lingkungan Hidup

9. Dinas Perhubungan 9. Dinas Perhubungan

10. Dinas Komunikasi dan Informatika 10. Dinas Komunikasi dan Informatika

11. Dinas Perindustrian (*) 11. Dinas Perindustrian (*) 

12. Dinas ESDM 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
13. Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu 13. BAPPEDA
14. Bappeda 14. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

15. BKPSDM 15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

DAFTAR OPD (DAN OPD GABUNGAN)

➢ Dinas Pekerjaan Umum (*)➔ data ASN yang termasuk LINGKUP KE-PU AN: seperti SDA, Binamarga, Perumkim, dan PU dan Tataruang

➢ Dinas Hayati (*) ➔ data ASN yang termasuk lingkup Hayati: seperti Tanapan Pangan dan Horti, Ketahananan Pangan, Perkebunan,
Perikanan dan Kehutanan

➢ Dinas Perindustrian (*)➔ beberapa Pemda menggabungkan: seperti Perindustrian dan Perdagangan.



➢ (*) Tenaga Ahli ASN (Tenaga Ahli Teknik ASN dan Tenaga Ahli Non-Teknik ASN)
➢ (**) Tenaga Ahli Teknik adalah ASN yang memiliki gelar insinyur, sarjana teknik, sarjana

terapan bidang teknik, sarjana pendidikan bidang teknik, sarjana sains.
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1. Sekretariat Daerah

2. Dinas ….

Dst ….

➢ Dinas Pekerjaan Umum (*)➔ data ASN yang termasuk lingkup Ke-PU an: seperti SDA, Binamarga, Perumkim
(PU dan Tataruang)

➢ Dinas Hayati (*)➔ data ASN yang termasuk lingkup Hayati: seperti Tanapan Pangan dan Horti, Ketahananan
Pangan, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan

➢ Dinas Perindustrian (*)➔ beberapa Pemda menggabungkan: seperti Perindustrian dan Perdagangan.

DATA KUESIONER SURVEI LAPANGAN



ASPEK PARAMETER

AKelembagaan 
dan Kebijakan

1.     Apakah ada kebijakan tertulis dari Instansi Pemda mengikuti ketentuan Undang-Undang Keinsinyuran Nomor 11 Tahun 2014?  

2.     Apakah Instansi memiliki ASN yang sarjana teknik atau sarjana terapan bidang teknik atau sarjana pendidikan bidang teknik atau
sarjana sains yang telah berkontribusi pada profesi insinyur pada kegiatan pembangunan bidang keinsinyuran atau terlibat dalam
penyusunan kebijakan?
3.     Apakah Instansi memberikan kesempatan bagi ASN yang sarjana teknik atau sarjana terapan bidang teknik atau sarjana pendidikan
bidang teknik atau sarjana sains untuk menjadi pengurus atau mengikuti kegiatan PII?

BSumberdaya 
Manusia

4.     Apakah Instansi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ASN yang sarjana teknik atau sarjana terapan bidang teknik atau
sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana sains atas kepatuhannya pada  Undang-Undang Keinsinyuran Nomor 11 Tahun 2014?  

5.     Apakah Instansi memberikan fasilitas/peluang bagi ASN yang sarjana teknik atau sarjana sarjana terapan bidang teknik atau sarjana 
pendidikan bidang teknik atau sarjana sains untuk mengembangkan pengetahuannya melalui training, conference, pembelajaran 
lainnya?

CProyek 
Keteknikan

6.     Apakah ada kebijakan tertulis PEMDA berupa NSPK (misal dokumen tender) yang berlaku dalam pelaksanaan pembangunan
berbasis keinsinyuran dan menyebutkan persyaratan personil sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Keinsinyuran?  
7.     Apakah proyek-proyek pembangunan PEMDA dirancang dan diawasi oleh Insinyur yang memiliki STRI?

8.     Apakah proyek-proyek yang dilaksanakan PEMDA telah mengadopsi teknologi termuthakir (misal: sistem irigasi pintar, e-planning 
infrastruktur, dan lain-lainnya)?

DDampak dan 
Keberlanjutan

9.     Apakah Pemda dan/atau Instansi pernah menerima penghargaan pembangunan, misal Adipura, SPBE, Keberlanjutan, dan lain-lain?

DATA 9 PARAMETER



ANALISIS PEMBOBOTAN KOTA / 
KABUPATEN Kota Pontianak Kota Surabaya Kabupaten Bandung

1 Sekretariat Daerah 10 10 3,5

2 Inspektorat 6,5 7

3 Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia

3 6,7 7

4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 3,3 3,5

5 Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah

3 3,3 3,5

6 Dinas Kesehatan 6,5 6,7 7

7 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 7 6,7 7
8 Dinas Komunikasi dan Informatika 6,5 6,7 7
9 Dinas Lingkungan Hidup 10 10 10

10 DinasPangan, Pertanian, Perikanan 6,5 6,7 7
11 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang
10 10 10

12 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 3 3,3 3,5
13 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6,5 6,7 3,5
14 Dinas Perhubungan 6,5 6,7 7
15 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman 10 10 10

16 Dinas Tenaga Kerja 3 3,3 3,5

100 100 100



DASAR

PENILAIAN PARAMETER
INDEKS KEINSINYURAN

➔ PK PII INDEKS KEINSINYURAN DAN PENGHARGAAN

➢ LAMPIRAN II: INDEKS KEINSIYURAN OPD
➢ LAMPIRAN III : KRITERIA TINGKAT KEPATUHAN
➢ LAMPIRAN  V: FORMULIR PERHITUNGAN INDEKS KEINSINYURAN PROVINSI/KAB-KOTA
➢ LAMPIRAN IV:PREDIKAT PENILAIAN INDEKS KEINSINYURAN (ENGINEERING INDEX)

➔ ( FORM XLS = HASIL PENGUMPULAN G-FORM)



LAMPIRAN III
KRITERIA TINGKAT KEPATUHAN PADA UU KEINSINYURAN NOMOR 11 TAHUN 2014 TERKAIT PROFESI 

INSINYUR PASAL 7,8, 9; REGISTRASI INSINYUR PASAL 10 S/D 17 DAN PP NOMOR 25 TAHUN 2019
➔ PROPORSI ASN TEKNIK TERHADAP ASN ( > SARJANA)

1 Pemula
Tenaga Ahli Teknik yang dugunakan adalah lulusan sarjana bidang teknik
atau sarjana terapan bidang teknik, atau sarjana pendidikan bidang teknik
atau sarjana bidang sains yang disetarakan.

2
Pendidikan 
Profesi

Tenaga Ahli Teknik yang dugunakan sedang mengikuti 
pendidikan Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI).

3 Profesi
Tenaga Ahli Teknik yang digunakan sudah memperoleh gelar
Insinyur (Ir.).

4
Proses 
Profesional

Tenaga Ahli Teknik yang digunakan sedang dalam proses uji 
kompetensi Formulir Aplikasi Insinyur Profesional (FAIP).

5
Terdaftar
(Optimal)

Tenaga Ahli Teknik yang digunakan sudah memiliki Sertifikat
Kompetensi Insinyur Profesional (SKIP) dan Surat Tanda
Registrasi Insinyur (STRI).

Indeks Keinsinyuran per Parameter (IKP)? atau Total Indeks JKT kumulatif level 1 sd 5? = 
(JTAT/JTA) x (BP/100) x (0+T1/JTAT) + (1+T2/JTAT) + (2+T3/JTAT) + (3+T4/JTAT) + 

(4+T5/JTAT))/Ti



KABUPATEN C
CONTOH JUMLAH  LEVEL TA DI LEVEL
Ir (LEVEL 3) SEMUA

DINAS / 
BADAN

Bobo
t

Dinas 
(%)

Jumlah 
ASN 
Ahli 

(JAA)

Jumlah
Tenaga 

Ahli 
(JTA)

Jumlah Kepatuhan TA (JKT)

Jumlah 
Sesuai 
Kriteria 

(JSK)

TOTAL 
JTA

(JSK/JA
A) x 

100%

Nilai 
Indeks 

Keinsinyu
ran Dinas 

(ND)

Nilai 
Indeks

Keinsinyu
ran ASN

Jumlah 
level 1 
Pemul
a (JP)

Proporsi 
Indeks 

tingkat 1

Jumlah
level 2 
progra
m PPI 
(JPP)

Proporsi 
Indeks 

tingkat 2

Jumlah 
level 3 
Ir (Jir)

Proporsi 
Indeks 

tingkat 3

Jumlah 
level 4 
proses 

FAIP/Calo
n SKIP 
(JCIP)

Proporsi 
Indeks 

tingkat 4

Jumlah 
level 5 
SKIP / 
STRI 
(JSKI)

Proporsi 
Indeks 

tingkat5

Total 
Indeks 

JKT 
kumula
tif level 
1 sd 5

CHECK 
TOTAL 

(JSK)
ND x 

BP/100

Set da 10 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 40,00 3,00 0,300

Inspektorat 8 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 20,00 3,00 0,240

Badan 
Kepegawaia
n dan SDM

8 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 20,00 3,00 0,240

BPBD
Bappeda
Dinas 
Kesehatan 

5 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 15,00 3,00 0,150

TOTAL 100 275,00 275,00 42,00 3,000

Perhitungan Indek Kepatuhan ASN (Case Semua AST Teknik sudah Ir) ➔ poin 3



KABUPATEN D

CONTOH JUMLAH  LEVEL TA DI 

LEVEL SKIP DAN STRI (LEVEL 

5)SEMUA

DINAS/BADAN

Bob

ot

Din

as 

(%)

Ju

mla

h 

AS

N 

Ahli 

(JA

A)

Juml

ah 

Tena

ga 

Ahli 

(JTA

)

Jumlah Kepatuhan TA (JKT)

Jumlah 

Sesuai 

Kriteria 

(JSK)

TOTAL 

JTA

(JSK/JA

A) x 

100%

Nilai 

Indeks 

Keinsinyur

an Dinas 

(ND)

Nilai 

Indeks

Keinsinyur

an ASN

Jumlah 

level 1 

Pemula 

(JP)

Proporsi 

Indeks 

tingkat 1

Jumlah 

level 2 

progra

m PPI 

(JPP)

Proporsi 

Indeks 

tingkat 2

Jumlah 

level 3 

Ir (Jir)

Proporsi 

Indeks 

tingkat 3

Jumlah 

level 4 

proses 

FAIP/Calo

n SKIP 

(JCIP)

Proporsi 

Indeks 

tingkat 4

Jumlah 

level 5 

SKIP / 

STRI 

(JSKI)

Proporsi 

Indeks 

tingkat5

Total 

Indeks 

JKT 

kumulat

if level 

1 sd 5

CHECK 

TOTAL 
(JSK)

ND x 

BP/100

Set da 10 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 5,00 5,00 40,00 5,00 0,500

Inspektorat 8 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 5,00 5,00 20,00 5,00 0,400

Badan 

Kepegawaia

n danSDM

BPBD

Bappeda 8 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 5,00 5,00 20,00 5,00 0,400

Dinas 

Kesehatan 
5 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 5,00 5,00 15,00 5,00 0,250

TOTAL 100 275 275,00 70,00 5,000

Perhitungan Indek Kepatuhan ASN (Case Semua AST Teknik sudah STRI) ➔ poin = 5



Parameter Contoh Bukti Dokumenter Yang Bisa Diunggah

1. Informasi Jumlah Kebijakan Tertulis

⚫ Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota, dan/atau Keputusan, dan/atau

⚫ Instruksi, dan/atau Surat Edaran terkait profesi insinyur dan 
praktik keinsinyuran; atau lainnya

2.

ASN Teknik berkontribusi pada 

pengelolaan kgt keinsinyuran atau

dalam penyusunan kebijakan?

⚫ Keputusan, dan/atau; Surat Tugas, dan/atau
⚫ Dokumen Perencanaan, dan/atau; Lainnya.

3.

Instansi memberikan kesempatan

bagi ASN Teknik menjadi pengurus

atau mengikuti kegiatan PII

⚫ SK Pengurus PII, dan/atau; SK Panitia Kongres PII, dan/atau
⚫ SK Kongres Luar Biasa PII, dan/atau ; SK Panitia Musyawarah

Pengurus Wilayah/Cabang, dan/atau
⚫ Sertifikat Peserta Kongres/Kongres Luar Biasa, dan/atau ;

Sertifikat Peserta Rapimnas PII, dan/atau ;Sertifikat Peserta
Musyawarah Wilayah/Cabang, dan/atau Lainnya.

4

Instansi memonitor ASN Teknik 

mematuhi/mendatab kepatuhan

terhadap UU11/2014

⚫ Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi ASN, dan/atau
⚫ Sertifikat gelar Insinyur (Ir.) atau ijazah Insinyur (Ir.), dan/atau
⚫ Sertifikat Kompetensi Insinyur Profesional, dan/atau
⚫ Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI), dan/atau; Lainnya

PERHITUNGAN INDEKS BERBASIS 9 PARAMETER 
(LAMPIRAN V BUKTI DOKUMENTER UNTUK TIAP PARAMETER)



Parameter Contoh Bukti Dokumenter Yang Bisa Diunggah

5. 

Instansi ASN Teknik yang 

melakukan kgt

keinsinyuran

⚫ Sertifikat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), dan/atau; 
Sertifikat peserta training/pelatihan, dan/atau

⚫ Sertifikat peserta seminar/FGD/simposium/lokakarya, dan/atau
⚫ Bukti pembelajaran mandiri, dan/atau ; Lainnya. 

6. 

Apa ada kebijakan PEMDA 

berupa NSPK atau dok. 

tender, dll yang 

mempersyaratkan personil

sesuai UU11

⚫ Halaman muka Norma, Standar, Prosedur, Kriteria yang berlaku di 
Pemerintah Daerah, dan/atau ; Halaman muka Standar Prosedur
Operasional, dan/atau ;Peraturan Daerah tentang Pengadaan Barang 
dan Jasa, dan/atau; Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang
dokumen tender, dan/atau; Lainnya

MACAM BUKTI DOKUMENTER UNTUK TIAP PARAMETER



Parameter Contoh Bukti Dokumenter Yang Bisa Diunggah

7.

Apa ada kebijakan PEMDA yang 

mempersyaratkan personil sesuai

UU11 sbg pelaksana kgt

keinsinyuran

⚫ Struktur organisasi proyek dengan nama ASN Insinyur ber-STRI 
beserta bukti fotokopi STRI-nya, dan/atau; Dokumen
spesifikasi/perhitungan/gambar dengan tanda tangan ASN Insinyur
ber-STRI beserta bukti fotokopi STRI-nya, dan/atau; Lainnya.

8.

Apa ada kebijakan PEMDA untuk

mengadopsi atau mendorong

penggunaan teknologi dalam

semua kegiatan keinsinyutan, 

⚫ Sistem irigasi pintar, dan/atau ; E-planning infrastuktur, dan/atau;
Hasil inovasi Pemda, dan/atau; Lainnya.

9.

Jumlah Penghargaan yang 

diterima daerah

⚫ Anugerah Adipura Kencana, dan/atau; Anugerah Adipura, dan/atau;
Sertifikat Adipura, dan/atau; Plakat Adipura, dan/atau

⚫ Digital Government Award: Layanan SPBE, dan/atau Indeks SPBE,
dan/atau Peningkatan Indeks SPBE, dan/atau Tata Kelola SPBE,
dan/atau Kebijakan SPBE, dan/atau Manajemen SPBE, dan/atau;
Penghargaan Kalpataru, dan/atau; Penghargaan Nirwasita Tantra,
dan/atau; Penghargaan Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan (TAPE),
dan/atau

⚫ Penghargaan Indonesia’s SDGs Action Awards, dan/atau ; Lainnya.

MACAM BUKTI DOKUMENTER UNTUK TIAP PARAMETER



STANDAR MINIMAL SETIAP PARAMETER (DILAMPIRKAN EVIDENNYA PADA ISIAN G-FORM

(MINIMAL DARI SETIAP DINAS/BADAN)

Informasi Item dari parameter

Jumlah Item Isian (Sesuai regulasi), 
boleh dari level Dinas/Badan apapun

data isian Jumlah MInimum

Jumlah Kebijakan Tertulis 3 Minimum 3 (Boleh dari dinas/badan ada)

Jumlah TA yang terlibat 3 Minimum 3 (Boleh dari dinas/badan ada)

jumlah TA yang memenuhi 3 Minimum 3 (Boleh dari dinas/badan ada)

Data hasil monev TA 5 Minimum 5 (Boleh dari dinas/badan ada)

Data Kepesertaan 5 Minimum 5 (Boleh dari dinas/badan ada)

Jumlah Aturan NSPM 3 Minimum 3 (Boleh dari dinas/badan ada)

Jumlah TA sebagai tim teknis

atau pengawas

3 Minimum 3 (Boleh dari dinas/badan ada)

Jumlah teknologi / inovasi yang 

diterapkan di Pemda

3 Minimum 3 (Boleh dari dinas/badan ada)

Jumah Penghargaan 2 Minimum 2 (Boleh dari dinas/badan ada)



SHEET ➔



Nilai Indeks 
Keinsinyuran 

ASN

Nilai Indeks 
Keinsinyuran 

DINAS/BADAN

INDEKS 
KEINSINYURAN 

DAERAH
(iIKASN)=ND x 

BP/100
(IKD&B) (IKASN = IKD&B)

0,077 0,00 0,08
0,204 0,00 0,20
0,140 0,09 0,23
0,111 0,20 0,31
0,256 0,45 0,71
0,204 0,12 0,33
0,124 0,09 0,22
0,147 0,23 0,38
0,200 0,07 0,27
0,321 0,11 0,43
0,183 0,11 0,29
0,087 0,10 0,19
0,143 0,13 0,27
0,144 0,23 0,38
0,143 0,18 0,32
2,48 0,14 2,62

No. Nilai Indeks Predikat
1 4,2 - 5,0 Memuaskan
2 3,5 - < 4,2 Sangat Baik
3 2,6 - < 3,5 Baik
4 1,8 - < 2,6 Cukup
5 < 1,8 Kurang

LAMPIRAN IV
Predikat Penilaian Indeks

Keinsinyuran (Engineering Index)

Indek keinsinyuran PEMDA = 2,63
PREDIKAT BAIK



BAGIAN 2 — PREDIKAT

Predikat Indeks Keinsinyuran PII
Pemerintah daerah akan menerima predikat berdasarkan angka indeks yang diperoleh. Sistem predikat ini mengacu pada ketentuan SPBE (Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik) sesuai Pedoman Menteri PANRB RI Nomor 3 Tahun 2024.

Memuaskan

Angka Indeks: 4,2 – 5,0

Tingkat kepatuhan tertinggi dalam 
penerapan praktik keinsinyuran.

Sangat Baik

Angka Indeks: 3,5 – <4,2

Penerapan keinsinyuran yang sangat 
konsisten dan terstruktur.

Baik

Angka Indeks: 2,6 – <3,5

Penerapan keinsinyuran yang memadai 
dengan ruang perbaikan.

Cukup

Angka Indeks: 1,8 – <2,6

Kepatuhan dasar terpenuhi namun perlu peningkatan signifikan.

Kurang

Angka Indeks: <1,8

Perlu intervensi mendasar dalam penerapan keinsinyuran daerah.



Masukan jenis dokumen tiap parameter (yang lainnya):
➔Dikirim ke HP PANITIA AD-HOC:

Pak Handoko: 0813-1469-3324
Pak Yanuar: 0812-110-4145

Pak Hadi: 0811-211-1828
Pak Fachrul: 0813-3132-9624

“Jalan-jalan ke kota Medan, 
Pulangnya mampir beli pepaya. 

Kalau ada salah mohon dimaafkan, 
Terimakasih atas perhatian dan partisipasinya”

TERIMAKASIH

811-2111-828

















Catatan Diskusi :
1. User dan Password dari Tim Penyelenggara PII Pusat
2. Dokumen lampiran diambil dari data given yang memang sudah ada pada periode pelaksanaan

pengumpulan data (lampiran Proses FAIP, bisa dari SIMPONI)
3. Penegasan SDM Keinsinyuran, cek di UU Keinsinyuran (tidak hanya sarjana Teknik sipil, Teknik elektro, Teknik 

mesin, dll
4. Anggota PII Wilayah dan PII Cabang bisa menjadi pendamping sosialisasi dan pengisiian PiNDAI di 

pemerintah daerah masing – masing, boleh inisiasi meskipun SE dari MENDAGRI atau SURAT terkait Indeks
Keinsinyuran dari Kementerian Dalam Negeri belum diedarkan.

5. PII Pusat sedang berproses penandatangaan LoI (Sekjen PII – Kepala Badan Strategi Kebijakan Kemendagri), 
Surat Survey untuk 4 Provinsi dan terus berproses untuk MoU dan MoA dan SE KEMENDAGRI

6. Sosialisasi di Daerah bisa menggunakan materi yang tersedia di PiNDaI (Menu Materi)
7. Asesor bersifat Volunter tetapi bermanfaat membangun relasi dengan PEMDA Setempat dan untuk

Membesarkan PII
8. Timeline kegiatan 2026 : ada di Web PiNDaI (Target akhir Adalah Penyerahan Penghargaan pada saat

HARTEKNAS Agustus 2026)
9. ASN atau siapapun yang menandatangani dokumen keinsinyuran wajib memiliki SKIP /STRI (UU 

Keinsinyuran)
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